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ABSTRAK

Penggelapan adalah jenis tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap
harta kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP, tindak pidana penggelapan
merupakan persoalan yang tidak akan ada habisnya dikarenakan tindak pidana
tersebut erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia yang dalam
kehidupan sehari-hari juga tidak ada habisnya. Penelitian yang berjudul “Kajian
Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Terhadap penggelapan Dana
Nasabah Kospin Sejahtera Limpung” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi pada
perkara No. 188/Pid.B/2019/PN Btg, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Fokus penelitian ini adalah menguraikan tanggung jawab pemilik koperasi
terhadap penggelapan dana nasah kospin sejahtera limpung pada perkara No.
188/Pid.B/2019/PN Btg. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian
kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan metode
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif,
yaitu pendekatan yang akan mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-
undangan dalam hukum di Indonesia. Penyajian data menggunakan metode
deskriptif dan deduktif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif,
Dengan menggunakan semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan
cara deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dengan cara berpikir
yang terlahir dari teori atau kaidah yang sudah ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang menggunakan
teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dengan hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim pada perkara
berdasarkan putusan hakim No. 188/Pid.B/2019/PN Btg terdakwa dijatuhkan
hukuman sesuai Pasal 372 KUHP saja yang pada artinya terdakwa hanya
menerima hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan biasa tanpa
adanya pemberatan, padahal jelas terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dan
melakukan tindak pidana melawan hukum yaitu penggelapan dengan
menggunakan jabatan tersebut, yang berarti dalam menjatuhkan hukuman hakim
seharusnya memberikan pemberatan dengan pertimbangan jabatan terdakwa.

Kata kunci: Penggelapan, Koperasi, Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Btg



ABSTRACT

Embezzlement is a type of crime in the form of crimes against human
assets regulated in the Criminal Code, the crime of embezzlement is an endless
problem because these crimes are closely related to social interactions between
humans which in everyday life are also endless. The research, entitled "Juridical
Study of the Responsibilities of Cooperative Owners Against the embezzlement of
Kospin Sejahtera Limpung Customer Funds" aims to determine the application of
material criminal law to the criminal act of embezzling cooperative funds in case
No. 188/Pid.B/2019/PN Btg, and to find out the judge's legal considerations in
imposing a crime against the perpetrator.

The focus of this research is to describe the responsibilities of the
cooperative owner to the embezzlement of the Limpung Kospin Prosperous
customer funds in case No. 188/Pid.B/2019/PN Btg. The type of research is
library research (library research). Data collection techniques using the method of
documentation. The approach used by the author is normative juridical, namely an
approach that will examine problems with legislation in law in Indonesia.
Presentation of data using descriptive and deductive methods. Data analysis uses
qualitative analysis methods, by using all the data collected and then analyzed in a
deductive way, namely exposure from general to specific things by way of
thinking born from existing theories or rules.

This research was conducted at the Batang District Court using data
collection techniques by means of library research with the results showing that
the application of criminal law by judges to cases based on judge's decision no.
188/Pid.B/2019/PN Btg the defendant was sentenced according to Article 372 of
the Criminal Code, which means that the defendant only received a sentence for
committing an ordinary crime of embezzlement without any weighting, even
though it was clear that the defendant served as chairman of the cooperative and
committed a crime against the law, namely embezzlement. by using this position,
which means that in imposing a sentence the judge should give a weight with
consideration of the position of the defendant.

Keywords: Embezzlement, Cooperative, Desicion Number 188/Pid.B/2019/PN
Btg



i) Univerrsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-050-03/ RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPO]

Hal  :Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Syauqi Allafani
NIM :18103040019

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Terhadap
Penggelapan Dana Nasabah Kospin Sejahtera Limpung

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat
segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta,
Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003




HALAMAN PENGESAHAN

(@{J\@ KEMENTERIAN AGAMA
[\L'I/f\_/éj‘ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D\I FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
I J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-642/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul :KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PEMILIK KOPERASI
TERHADAP PENGGELAPAN DANA NASABAH KOSPIN SEJAHTERA LIMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAUQI ALLAFANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040019

Telah diujikan pada : Kamis, 24 Maret 2022

Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

RS Ketua Sidang

B penguiji 11

8 Faiq Tobroni, M.H.
? SIGNED

i Ach. Tahir, S.H.L, S.H.. LLM., M.A,
SIGNED

Valid ID: 625deld7dedb6

Yogyakarta, 24 Maret 2022
% UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum

: ! = Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
530 SIGNED
Valid ID: 625fa7d2041c9

171 25/05/2022



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Vi



MOTTO
“HIDUP DI DUNIA HANY A BERISI COBAAN YANG DISELINGI
KEBAHAGIAAN, MAKA JALANILAH HIDUP DENGAN IKHLAS DAN
PENUH RASA SYUKUR?”

vii



KATA PENGANTAR

a1 Ganl) A vy
dana Ut Ao aluig 4l Juag ¢all g Lol gal o g (i Ay g Cpadad) oy 4l daal)
aadiad) Aad) AL Y1 B 3BY 5 J gl g, Crran) dpauag Al Ll g oyl a3l

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita
sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Terhadap
Penggelapan Dana Nasabah Kospin Sejahtera Limpung” yang merupakan tugas
akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga. Salam dan shalawat senantiasa dihaturkan kepada

Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatanlillalamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak H.
Izzurochman (Alm.) dan Ibu Khusniyati yang senantiasa mencurahkan doa dan
kasih sayang untuk membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih pula untuk
saudara-saudariku Mbak Akrima Khilda beserta suaminya Mas Ahmad Irwiyan
Hag, Mas Muhammad Minhajul Afkar, Mbak Nila Kamala Sari beserta Suami

Mas Didik Wahyudi, Mas Muhammad Jundi Robbina, Mbak Effa Inda Millatina

viii



beserta suami Mas Rikza Latif Ahmad, Mbak Harimah Adilah, dan Mas Ariq

Robbani atas dukungan kepada penulis.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-
kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun
penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi

ini, Khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. H. Phil. Al
Makin, S.Ag., M.A;

2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum sekaligus pembimbing skripsi
penulis, bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Ketua Program Studi Illmu Hukum, bapak H. Ach. Tahir, S.H.I.,
LL.M., M.A., Sekretaris Program Studi bapak Faiq Tobroni, M.H.,
beserta jajaran, staf, dan karyawan, beserta jajaran;

4. Bapak Faisal Lukman Hakim, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah mengasuh dan memberi arahan sepanjang
perkuliahan berlangsung;

5. Keluarga Besar Ndalem Pondok Pesantren Sunan Pandanaran,

khususnya murabbirruh al mukarrom bapak Dr., K.H. Mu’tashim



Billah, S.Q., M.Pd.l. yang senantiasa memberikan bimbingan dan
selalu mendoakan alumninya agar selalu diberikan kesuksesan dunia
dan akhirat.

Keluarga Besar Ndalem Pesantren Pelajar Mahasiswa Aswaja
Nusantara, khususnya al mukarrom bapak Kyai Muhammad Mustafid,
S.Fil. yang selalu membimbing santrinya dengan sabar dan penuh
kebijaksanaan.

. Teman-teman seperjuangan dalam berkhidmat di PPM Aswaja
Nusantara Cabang Baciro yang selalu memberikan semangat dan
kebahagiaan, semoga kebahagiaan selalu membersamai dan
mendapatkan ilmu yang barokah.

. Anggota KKN angkatan 105 Kelopok 192 yang telah memberi
pengalaman yang luar biasa, semoga kalian semua mendapatkan

kesuksesan yang menginspirasi banyak orang.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan balasan yang

yang setimpal atas segala kebaikan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan

kepada penyusun, tentu dari penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun

selain balasan dari Allah SWT selaku Tuhan bagi semesta alam dan semoga kita

selalu dalam lindungan-Nya.

Yogyakarta, 2 Januari 2022

£<

Muhammad Syaugi Allafani
NIM: 18103040019




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...ttt sttt st ree e s I
ABSTRAK et e e e ere e re e reenree s 1l
ABSTRACT <t e b ettt r e aenre e iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ...ttt v
HALAMAN PENGESAHAN ...ttt \%
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI ..o Vi
1Y/ I I X I ST vii
KATA PENGANTAR ..ttt st e sree e sate e sree e Vil
DAFTAR ISH ..ttt e esneeeneas Xi
BAB | PENDAHULUAN . ...ttt 1
A, Latar Belakang .......c.cooiviiiiiii i 1
B. RUMUSAN MaSalah ............ccoiiiiiiiece e 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..........c.ccooieiieniiiiiiiiceee e 4
D. Telaah PUSTAKA..........coiiiiieiie et 5
E. Kerangka TeOMetiK......c.coiiiiiiiiiieiiieiie e 8
F. Metode PENEIILIAN .....cccvveiiieiiieiiie et 14
G. Sistematika Pembahasan ...........cccceoviiiiii i 16
BAB Il TINJAUAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN........cccccceeveveiineenne, 18
A. Tindak Pidana Penggelapan........ccoueoouee i 18
1. Pengertian Tindak Pidana.........cc.cooiiiiiiiieieiie e 18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.........c.ccocieiiiiiincieiescsescsiese s 20
3. SANKSI PIOANA ....cviiviiiiiiieieee et et 22
B. PENQGEIAPAN ... 39
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan ............c......... 39
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan...........cccccooeveniviieinsienienesenn, 41
3. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan.............ccccocovvvivnnnincicncnnennn, 44

BAB 11l PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KOPERASI
PELAKU PENGGELAPAN DANA NASABAH .....c.cccoiiii e, a7

A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Koperasi Terhadap
Penggelapan Dana Nasabah dalam Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Btg.....47

Xi



B. Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Berdasarkan Pertimbangan
Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara dalam Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batang Dalam Putusan No. 188/Pid.B/2019/Pn Btg......... 59
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PENGGELAPAN
DANA NASABAH OLEH PEMILIK KOPERASI ... 85

A. Analisis Berdasarkan Tuntutan JakSa .........oooeeeeeveeeiieeeeeeeeeciieee e eeeeenns 85

B. Analisis Penggelapan Dana Nasabah dari Pertimbangan Hukum Hakim

87
BAB V PENUTUP ..ottt 92
AL KESIMPUIAN ...t nree s 92
B. Saran ... 94
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 95
CURRICULUM VITAE.......ci it 99

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa
kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokonya diatur pada Pasal
372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam
karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau

denda paling banyak Rp.900.00".

Dari rumusan penggelapan tersebut, maka jika ditelaah lebih lanjut
rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya
meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen); sesuatu benda (eenig goed);
yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi
penggelapan dengan sengaja (opzettelijk); dan penggelapan melawan hukum

(wederrechtelijk).

Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda motor kepada
temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menj ual

sepeda motor itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemiliki sepeda
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motor. Si penjual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu
dan tidak berarti sepeda motor itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak terang,
namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut
menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda motor), hak
itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi

kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa
tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada
habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan
interaksi sosial antar manusia yang dalam kehidupan sehari-hari yang juga
tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang
dalam berinteraksi dengan orang lain. Tindak pidana penggelapan yang
merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala
bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan
bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini.
Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan
penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini
tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang
diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan
wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak

pidana penggelapan.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang

penulis angkat adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh MBD



selaku Ketua Koperasi Kospin Sejahtera yang bertempat di Batang. Koperasi
tersebut awalnya mengadakan arisan untuk para anggota koperasi dan acara
tersebut berjalan dengan baik, lama-kelamaan anggota arisan tersebut terus
bertambah yang awalnya hanya ratusan partisipan menjadi ribuan partisipan
dalam rentan waktu empat tahun, namun ditahun kelima yaitu pada tahun
2017 terjadi sebuah permasalahan yaitu adanya penundaan pembayaran uang
arisan yang seharusnya dibagi kepada peserta arisan, ternyata penundaan itu
terjadi beberapa kali yang membuat para anggota arisan curiga, setelah diusut
ternyata uang arisan tersebut sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan
yang lain sehingga uang arisan tersebut habis. Terdakwa dalam putusan hakim
dijatuhkan hukuman sesuai Pasal 372 KUHP saja yang pada artinya terdakwa
hanya menerima hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan biasa
tanpa adanya pemberatan, tentu hal tersebut harus diperhatikan lagi dari aspek
keadilan dan kepastian hukum yang berarti hukum dijalankan dengan
semestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, padahal jelas
terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dan melakukan tindak pidana
melawan hukum vyaitu penggelapan dengan menggunakan jabatan tersebut
yang berarti dalam menjatuhkan hukuman hakim seharusnya memberikan
pemberatan berupa Pasal 374 KUHP dengan pertimbangan jabatan terdakwa.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis berminat untuk memilih
judul tentang “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik
Koperasi Terhadap Penggelapam Dana Nasabah Kospin Sejahtera

Limpung (Studi Putusan Pengadilan Batang No. 188/Pid.B/2019/PN Btg”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik koperasi
yang melakukan penggelapan terhadap dana nasabah dalam putusan No.
188/Pid.B/2019/PN Btg?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara
terhadap pelaku penggelapan dana koperasi dalam putusan majelis hakim
Pengadilan Negeri Batang dalam putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Btg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana pemilik
koperasi terhadap penggelapan dana nasabah Kospin Sejahtera
Limpung.
b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan
perkara dari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batang.
c) Untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan tentang

penggelapan di Indonesia.



2. Manfaat Penelitian
a) Secara Akademis
1) Penulis berharap tulisan ini bisa untuk mengetahui secara mendalam
mengenai Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh
Pemilik Koperasi Kospin Sejahtera Limpung.
2) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat
digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
b) Secara Praktis
1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada
umumnya dan pada khususnya tentang Tindak Pidana Penggelapan
yang Dilakukan Oleh Pemilik Koperasi Kospin Sejahtera Limpung.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas
tentang Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Pemilik
Koperasi Kospin Sejahtera Limpung.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan

bagi penulis, khususnya bidang hukum Pidana.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian
yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang
sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan
terhadap subjek pembahasan dan dapat membedakan antara penelitian yang

dilakukan penulis dengan karya ilmiyah lain. Dalam hal ini penulis



memaparkan beberapa karya ilmiah terkait tema penggelapan yang sudah

ditelusuri oleh penulis.

Tema penggelapan sudah banyak dikaji dalam jurnal, skripsi, tesis
maupun disertasi. Mohamad Arifin SY Datu! dalam skripsinya membahas
tentang studi kasus tindak pidana penggelapan berlanjut untuk mengetahui
apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada pokok perkara
penggelapan secara berlanjut No. 210/PID.B/2014/PN.GTLO sudah tepat dan
faktor-faktor apakah yang memengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku
penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak
dilaksanakan. Adapun Irvian Dwi Maulida? membahas pertanggungjawaban

Pidana terhadap penggelapan dalam jabatan.

Indriawan® membahas kajian tentang penggelapan kendaraan bermotor
dalam skripsinya, lalu ada Hikmawati Lenggeng* dan Natal Hutasoit® yang
juga membahas tentang kendaraan bermotor, namun dalam objeknya
Hikmawati dan Natal membahas penggelapan mobil, sedangkan dalam objek

kajian skripsi milik Indriawan adalah kendaraan roda dua.

! Mohamad Arifin SY Datu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No: 210/PID.B/2014/PN.GTLO), Skripsi Universitas
Negeri Gorontalo(2016)

2 Irvian Dwi Maulida, Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan
dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl), Skripsi Universitas
Pancasakti Tegal (2019)

% Indriawan, Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor
roda dua ( studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo ), Skripsi Universitas Sebelas Maret (2008)

4 Hikmawati Lenggeng, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil
Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo (2018)

° Natal Hutasoit, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental
(Studi Kasus Putusan Nomor:2297/Pid.B/2018/PN.Mdn), Skirpsi Universitas Sumatera Utara
(2019)



Banyak kajian penggelapan yang terjadi di koperasi, salah satunya
adalah skripsi yang ditulis oleh Riyanti Rahman® yang menjelaskan tentang
penggelapan uang setoran pinjaman koperasi Berkat Jaya Mandiri, yang dalam
kasusnya penyebab penggelapan dana dari koperasi berkat jaya mandiri
dengan cara membuat 26 (dua puluh enam) promise fiktif atau pengajuan
pinjaman dari nasabah yang tidak pernah melakukan atau mengajukan
pinjaman lagi ke pihak koperasi berkat jaya mandiri sehingga pihak koperasi
mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus
ribu rupiah). Perbedaan dengan tulisan penulis adalah Riyanti menjelaskan
tentang penggelapan uang setoran pinjaman koperasi di kelurahan Bulotadaa
sedangkan penulis menjelaskan tentang penggelapan dana nasabah koperasi
Kospin Sejahtera Limpung.

Jurnal yang membahas tentang koperasi ditulis oleh Dessy Lina
Oktaviani Suendra’, dalam Jurnalnya Dessy menjelaskan bahwa tindakan
pidana koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana
penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana perbankan dan tindak
pidana korupsi. tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan oleh koperasi
merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan perbankan, dimana
untuk saat ini di pertanggungjawaban pidananya masih mengacu pada UU
Perbankan yang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang memberi

perintah/pemimpin. Sedangkan pihak-pihak yang bertanggung jawab

6 Riyanti Rahman, Penggelapan Uang Setoran Pinjaman Koperasi Berkat Jaya Mandiri
Di Kel. Bulotadaa Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo (2021)

" Dessy Lina Oktaviani Suendra, “Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak
Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa ljin”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 &
No. 2, (Juli, 2015).



melakukan tindak pidana jika koperasi perbankan tanpa izin adalah pengurus
koperasi. Perbedaan dengan tulisan penulis adalah Dessy disini memaparkan
pertanggungjawaban pidana bagi koperasi yang melakukan kegiatan
perbankan tanpa ijin, sedangkan penulis disini memaparkan kasus
penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh koperasi Kospin Sejahtera
Limpung.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas, jelas
bahwa belum terdapat tulisan tentang kasus penggelapan dana nasabah yang
dilakukan oleh Koperasi Kospin Sejahtera Limpung. Oleh karena itu fokus
penulisan yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan berbagai penelitian

terdahulu.

Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan sebuah kerangka pemikiran mengenai suatu
kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoretis suatu
penelitian.® Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah

permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap
orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang

lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan,

27.

8 M. Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), him.



hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala
keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke
tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.®

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar
negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila
lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup
bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat
keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,manusia dengan
masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan

Tuhannya.t0

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa
diberikannya kepada masyarakat. la melihat bahwa hasil yang diperoleh
itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya
dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan,
bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan
pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia
melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan
terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan

pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari

® M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.
Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 85.
19 1bid, him. 86.
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perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya,

singkatnya social engineering semakin efektif”. 1!

Perspektif keadilan menurut pandangan Hans Kelsen, yaitu suatu
tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari
kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya
adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi —

keadilan toleransi.!?

Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu

tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam
hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.
Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian,
sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam

kehidupan bermasyarakat.

11 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),

him. 174.

12 Ibid,
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Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.*3

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum
tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap
orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat  subyektif,

individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan
bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum
dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-
undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur
internal dari norma hukum itu sendiri.'* Persyaratan internal tersebut

adalah sebagai berikut:

a) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi
mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep
tertentu pula.

b) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan
perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut
sah atau tidak dan pengikat atau tidaknya peraturan perundang-

undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan

13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, (Yogyakarta: Liberty,
2007), him. 160.
14 Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, (Bandung: Prakarsa, 2007), him. 95.
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kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk
membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan
dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu
subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang
lain.®

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman
terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau
menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana
karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak
pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam
hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada
perbuatan pidana  secara  subjektif  terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan

pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak

pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang
menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.®

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu
keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam

kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

15 Ibid, him. 39.
16 Admaja Priyatno, Kebujakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Di Indonesia, (Bandung: CV. Utomo, 2004) him. 15.
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(b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh
masyarakat, dan (¢) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas
sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini
mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat
dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak
pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan
merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah
kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan
itu) dengan kelakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu
pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada
pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang
menyangkut pelaku, yaitu:t’

a) Kemampuan bertanggungjawab;

b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan
(termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam
kehidupan sehari-hari;

c) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak
pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang

menghubungkan (menyatukan) straafbaarfeit dengan kesalahan.

17 Oemar Seno Adji, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Dokter,(Jakarta: Erlangga, 1991), him. 34.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara
terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif
alamiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam
atas suatu permasalahan. Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian

yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam
melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

pantas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis,
Deskriptif ialah penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang sutau
hal di daerah tertentu dalam hal ini adalah negara dan pada saat tertentu
pula. Maksud dari penulis yakni guna menjelaskan tentang putusan pidana
penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pemilik Koperasi Kospin
Sejahtera  Limpung. Kemudian analitis vyaitu bertujuan untuk
menggambarkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh

terdakwa penggelapan.
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3. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian, oleh
karenanya pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis
normatif, yaitu pendekatan yang akan mengkaji permasalahan dengan

peraturan perundang-undangan dalam hukum di Indonesia.

4. Sumber Data
Untuk melakukan penelitian ini diperlukan berbagai sumber data. Data
tersebut terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, yang kesemuanya
tersebut akan penulis cari dan analisa dari berbagai sumber sebagai
berikut:
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh langsung dari
sumber hukum Indonesia yang berkaitan dengan pidana penggelapan
dana nasabah yang dilakukan oleh pemilik Koperasi Kospin Sejahtera
Limpung.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak
langsung yang diambil dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal dan
literatur yang masih berkaitan dengan objek penelitian yang penulis

pilih.
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c. Data Tersier
Data tersier merupakan sumber hukum lain yang berasal dari
kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), internet, serta
data yang diperoleh langsung dalam penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan
adalah studi pustaka. Dengan membaca, meneliti, mempelajari dan
mengkaji buku, peraturan perundang-undangan atau data-data yang berupa

bahan pustaka lainnya.

6. Analisis Data

Penyusunan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,
analisis ini merupakan sebuah analisa dengan cara menganalisis data
dengan menggunakan penjelasan yang jelas (konkret) atau sederhana.
Metode analisis kualitatif adalah mertode yang memperkuat analisa
dengan memperhatikan data-data yang diperoleh. Dengan menggunakan
semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deduktif
yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dengan cara berpikir yang

terlahir dari teori atau kaidah yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk

memberikan gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri
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dari sub bab yang berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam

penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
(menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul penelitian),
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan Pustaka dengan memberikan
tinjauan umum dan landasan teoritik berdasarkan literatur-literartur yang
penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian, yaitu tinjauan yuridis tentang penggelapan dana nasabah yang

dilakukan oleh pemilik Koperasi Kospin Sejahtera Limpung.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai tanggung jawab
pemilik koperasi terhadap penggelapan dana nasabah dalam hukum positif di
Indonesia dan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan dana koperasi

berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batang.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahsan
tentang penggelapan dana nasabah yang dilakukan pemilik Koperasi Kospin

Sejahtera Limpung.

Bab kelima penutup, berisikan kesimpulan jawaban rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan

pada hasil keseluruhan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan tuntutannya atas
kasus Tanggung jawab pemilik koperasi terhadap penggelapan dana
nasabah dalam putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Btg dari segi delik
yaitu terdakwa telah melakukan Tindak pidana penggelapan menurut
Pasal 372 KUHP. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana
penggelapan menggunakan wewenangnya sebagai ketua koperasi
Kospin Sejahtera, dan untuk memenuhi unsur keadilan disini terdakwa
seharusnya mendapat pemberatan Pasal 374 KUHP karena dengan
jabatan yang dimiliki oleh terdawa akan mempermudah dalam
melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tuntutan jaksa
disini telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tuntutan jaksa
merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan semestinya
sesuai dengan aspek kepastian hukum.

2. Penggelapan dana nasabah koperasi dari segi pidana berdasarkan

putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batang dalam putusan No.
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188/Pid.B/2019/PN Btg menyatakan terdakwa MBD. telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena
ada hubungan kerja”. hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan dengan bukti yang sudah diputuskan sebelumnya.
Penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Batang terhadap
pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apabila
hukuman tersebut telah mengandung aspek jera bagi pelaku dan aspek
keadilan bagi korban. Karena dalam memberi hukuman bukan
berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh
mana hukuman dapat menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera
dan telah tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun
hukuman itu telah dianggap cukup. Penjatuhan putusan hakim juga
telah berjalan dengan semestinya sehingga masyarakat telah menjamin
bahwa hukum dijalankan sesuai dengan aspek kepastian hukum. orang
yang dimintai hak, dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja.
Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal
374 tentang tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan. Terdakwa

tidak terbukti bersalah oleh Hakim dari beberapa alat bukti sah dalam
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kasus tersebut, yaitu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah

dinyatakan secara tegas akan semua hal tersebut.

B. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan
sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan
yang dilakukannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban
baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan.
Agar dikemudian hari pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak
mengulangi perbuatannya lagi.

2. Hakim memiliki tugas yang berat karena keputusan berada sepenuhnya
di tangan hakim. Jadi seorang Hakim dalam memutuskan perkara
harus menjatuhkan putus seobyektif mungkin agar masing-masing
pihak tidak merasakan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya
kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka

hadapi.
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